BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN
MEFURUT HUKUM PIDANA ISL:M DAN KUHP

A. Pengertian Hukuwan Menurut Hukum Pidzna Islam

- Huxum tidak zkan zkans berfungsi apabile didalam-
nya tidak terkundu:g juga tentang wangsi hukum atou  huku-
man, ini dikarenskanasemua orang itu cenderuug untuk
melakukan perbuatean sesuai dengen kehendeknya tanpa memi-
zirken akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya itu.

Huikuman dalam syariat Islam disebut denganfﬂ\TAls
yang berasal dari xata "\fik»"; Yang dalam erti bahasa da-
pat diartikan; balasan, siksa atau_ siksaan, atau

o
A\_;LA&hp:;;[} &T)O.L)~K(ibuievfi;iigz>1937: 541). Sedang

kKan acla  arti iotileh adalash: Suatu hel yeng datang cete-

lah gang laicnya, karsna hukuman itu dikeunakan setelah
pelanggarar atzs batas-batus yang ditetapkun oleh hukum
) R

y hkuman adalah; susatu balssen

yang dit tapkarn toriadap pelanggarar perintah Allah  ntuk
Komasiah tar usmat (Lou % hrorn, 1974 3). Pengartian ter-
Sebut diperclengki:p oleh Ahmad Fathi Buhansi: Hukuman adalzh
balasan yang ditetapkan o.eh allah sebagai pencegahan ter-
nhadap dilakukannya larangan dersan meninggalkan peraturan-

2;; fZLapzvu\q-fii

perat.r n yang aiperintahkan (Bahansi, 1961. 9)..
£ Trle; & s —for iz,
¢
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Balasan adalah merupakan suatu tindakan yang dila~
kukan atas adenya perbuatan sebelumnya, seperti: Orang
yung memukul atau melempar kepada saya, lalu saya melakukan
perbu.tan yang sama (memukul atau melempar) terhadap orang

terscout. pkan tetapi balasan tersebut tidak hahus sama

w

prersis seperti epa yang telash ditimpakan terhadap karbvan,
bisa saja balasan tersebut berupa tindakan lain dari per-
buatan'yang dilakukan, seperti: Orang yang melakukan zina
dikenakan balasan dengan dirajam atau diasingkan.

Hukuman itu dijalankan sesuai dengan aturan . yang
telah ditetapkan olah syara', ini memberi Kesan bahwa hak
prerogatif itu dipegang cleh penetap syari', sementar ma-
nusia sebagai kholifah dimuka bumi ini tidak mempunyai kes
wenangan untuk menetapkan hukuman, tetapi hanya berhak me-
nyampaikan penetapan hukuman suja. Akan tetapi mengenai
pelenggaran terhadap hak dan kKewajiban baik urusan pribadi
ataupun kemasyarakatan yang belum ada kete
rmaka hakim atan penguase yang berhak untuk menetapkannya
~emi térwujthya ketentraman dan kedamaian didunia/kAbdur:ﬁﬁ

/ Rohman I-Doi, %991; 5). Seperti: Pelaku pembunuhan, zlna,
N )

\\‘“I@ncuri’dan yang alinny«: yang hukumannya telah diatur oleh

Allch, sedieng delarm ma.alah cerjudi, percobaan mercuri dun
sang liinnya adalsh perbuatan y@ng hukumannys ditetapikan
oleh hukim atzu penguasa.

Inilah aturan yang telah ditetapkan dalam syariat

Islam demi kemakmuran dan kesentosaan umat manusia,



E. Dasar Dan Unsur-unsur Hukuman Dalam Hukum Islam

Dalizm hukum pidana Islam unsur dari suatu hukuman
adalesh: suatu hal yang dapat mengakibatkan terciptanya ke-
adilan, dengan jalzn pembalasan dan pencegahan tindak pi+
dara. Hael ini sebagal rahmad bagi makhluk, dan bagi Kebai-
kan penerima hukuman (Bahansi' 1961: 10).

Syuriah :emandang, w2telah ditempuh berbagai upa-
Y& pencegahan, mcka sgariat tiduk melihat cara lain selain
melukukan tindeckan yang keras dén tegas untuk membenduhg
lajunya penyimpangan-penyimpangan, me..cegu:h kesemena-mena-
an dan mempersempit ruang geraknya, hingga kuman-kunannys-
pun tideak tersebar luas. Yang tentu saja akan bisa mencam-
pakkan dunia seluruhnya kedalam kancah kejahatan dan Kkri-
minalitas, maka diundangkannya hukuman bugi penyelamztan
masSyararat dari keruntuhan dan kebina.aan, dan cebuagai pen
ceguh jiwa-jiwa yang semena-mena, yang tidak pernsh memili
ki alasan apa run dalam melakuken tindek kejahatun.

Seb. gi upaya pembalasan, bukan merupakan up.ya
yung periama dilaxukan oleh Islum dal.m rangka melindungi
mesyarskat dari dampwuk partentangan antara keinginan dan
nawe nafsu disatu pihak dan kelemahan Jiwa untuk menentung
Kejahatzan cipinek lain. Akan tetapi Islem Juge menetupkan
cara yong lain yang bi..a membsrikan perlindungan, yang
Jika dilaksanckan akan mendatangkan dampak yang sangat po-

LR i S
<itif bugl kesejahtraan dan kesentos:.an masyarzkat dabi "

segala bentuk kerusakan dan kejahatat;;M<;§yaltut/ﬁ9865440)
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Cara ini merupakan pemgobatan terhadap pelaku
kKejahatan agar dia menyadari akan akibat dari perbuatannya
tersebut dan dapat kembali hidup dalam masyarakat sesuai
dengan norma den aturan dalam masyatakat teruebut.,,

Dasar hukuman pada hukum pidana Islam ada 4 macam,
tiga diantaranya telah disepakati para ulama dan yang satu
masih diperselisihkan. Yang telah disepakati itu adalah:
Al-gur'an, Sunnah dan Ijma', sedangkan satunya yang masih
diperselisihkan para ulama untuk menjadi dasar adanya
hukuman adalah Al-Qiyas. Keempat sumber hukum ini - hanya
untuk hukum pidana materiil, yaitu yang berisi kKetentuan
hukuman dan macam—macum'jarimahnya (= Hanafi, 1986: 35).

P2rlu dibedakan antara Al-gur'an dan Asssuanah di-
satu pihak dengan kedua sumber lainnya dilain fihak. Quran
dan sunrah merupakan dasar syariet Tslam dan berisi aturan
aturan syariat yang bersifat kully (umum), sedang sumber
yang lain sebetulnya tidak membaws atuaran dasar baru atau
aturan yang bersifit umum, melainken lebih tepat untuk
dikataken Sebagal cara pengambian hukum-hukum dari nash
Al-qur'an den Sunnah. Dengan demikian sumber-sumber yang
lain itu tidak boleh berisi aturan yang b.rtentangan de-
ng.n jl-quran dan pg-sunnah, karena kadua sumber tersebut
bersumber dari Al-qur'an dan. Sunnah..

Hukum-hukum Qur'un deggan segala macamnya diturun-
kan dengan maksud untuk menimbulkan kebahagiaan manusia di
dinka dan akherat, dan oleh karena itu tiap perbuatan di

dunia mepunyai segi keakheratan. Dua macam akibat atau ba-
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lasan uersebut kita dapati pada tiap-tiap hukum yang
disebmtkan oleh Qur'an, Misalnya dalam pembunuhan sengaja
balasan di dunia ialah hukuman gisas, sebagaimana dalam
Surat al-Bagarah, 178 : C. . ‘ -
A o lad) Lo sl Ui

"Hal orang-mrang yang beriman diwajibkan atasmu
gisas, terhadap orang-orang yang dibunuh"..

Sedang balasan akhirat adalah api neraka, kutuk tuhan dan

sl W pam o3P e b iy s
loss e Wicalas)y, 4iad, o s

laknat-Nya, seperti dalam surat an-Nisa, 93

"Siapa yang membunuh orang mukmin dengen sengaja,
maka balasannya ialah neraka Jahanam, d&n abadi
didalamnya, Tuhan mengutuknya dan melaknatnya,
serta menyediakan untuknya siksa yang bvesar".

Tindak pidana yang dapat dihukum dalam syariah ini
merupakan hal yang mempengaruhi masyarakat. Al-Quran sen-
diri telah menetapkan suatu ketentuan umum bagi hukuman
Karena pelanggaran-pelanggaran atus syariat, seperti dalam
surat Al-Syura, 40 : _ _

LQ-L'L.“ BN
divw-do w'!y '\ 2s

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan
yang serupa'..

Dan sejumlan perintah Al-curan yang lain yang berhubungan
dengan hukuman terhadap para pelenggar sebagai petunjuk

bagi umat, seperti suret an-Nahl, 126 .

.

s Jels e @slol
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"Dan jika kamu menghukum maka bukanlah dengan
balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan
kepadamu,

Demikian pula delam surat al-Hajj, 60, dan surat al-Bagerzh
ayet 194, osebagai berikut
u M ey {'%/( Yo ﬁ i " e
"Dan barahgsiapa membalas seimbang dengan pengani

ayean yang pernah ia derita, kemudian ia di= .
aniaya (lagi), pasti pAllah akan mendlangnya".

A P NV S PR
"Maka barangsiapa yang menyerang kamu, maka se~
ranglzh ia, seimbang _ dengan Serangannya
terhadapmun,
Demikianlah ajaran yang telah ditetapkan dalam al-
Qur'an tentang hukuman bagi perorangan, pertama hendaknya
dia berusaha memaafkannya asalkan dia, sipenyerang menjadi
baik dengan pemaafan itu. Kalau hukuman atas kejahatan di-
timpakan maks ia harus setimpal dengan kejahatan yang di-
lakukan, maka meskipun hkkuman itu dibenarkan berdasarkan
keadaannya namun sesungguhnya ia tidak lain dari pada
kejahatan yang diperlukan (Abdur Rohman I.. Doi, 1991: 320)
Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum Islam
dan huxum-hukum yang dibawa oleh sunnah tidak lebih dari
tiga macam, yaitu
1. Sebagail penguct hukum yang ada dalam Al-gurtan.
2. Sebagail penjelas (keterangan}) terhadap hukum~hukum yang
dibahas Al-gur'an, dengan macamnya penjelasan, seperti

membatasl ysng umum, memerinci yang pokok dan ~laimnya,
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scbigal Laltun (pestawe houkom) horu vong tidslk disingpung

ASY
L d

Hsnafi/ﬁ 290:32) .
Lol kewd dongan ijma' 181-h kebulbtan Pendapat

geio o Lljomaid et Telom oatng eustu pondopat (hukum) yang
cisoletd olch mereke, ballk d-olom satu pertemuan atau da-~
1w ondoon terpisah-pisah, makn hukum tersebut mengikat
(waiib dit nti) den dalsm hal ini ijmat merppakan ... dalil
cothti (mempuny:d kelkuat:m hukum) . Akan tetapi k=2lau hukum
tadi hony o 0 luar derdi kebinyakan mujtahid maka hanya:  _.di-
npesn eeb plod 1il dhorny, mak: perseorangan bolsh untuk
mengiluti, seding bagl orang yeng mampu untuk berijtihat di
bol-nkan berpendipat lnin, selema penguasa tidsk mewadiibken

Lll""&‘ﬂ" ]nClaJLS:‘Il l{qn.

Ulyag mecun kan sumber hulum yang dengan j-lsn mem-
prrzsmaxen hukum dan veristiva y:mg belum ada kKetentusnnyea
dengan pox’ ativa yang lain yang sudah ada ketentuennya, ko-

Tona ?Atzrf.;euva Uof1uh1wa tersebut terdapat .. _ segi-segi

Horm £1, 1900: 39) .

“Hepl Tneraeloh A4 tetohui bohwa 0lyes dal-m
o o oy hae clen od nys gisas delom Jemimah terlrhih
d~nvlu, < koboldhin moake i aiyvog Jd0lom Jovedmah 1t
ver il membust sturen-sturon baru . atou Jarim h-jarim-h beru
molink'n h onya ber rii memperluas lingkungan - berlakunya
atur-n your telch ada. Jadi giyvas dalam soal-soal jearimah

oon hukumgn tidek merupaksn sumber hukum, melainksn hany=
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Kodar rennfsirmn yang dipekai. untuk dapat menentuksn per=
pumin-nrrbuatan meno yang bisa dicakup oleh suatu aturan

rans T 1o ade, s poerti mompersamaokon “kuburen' dengan rumah

T4

.t

tempot p nyimpensn harta bonda, schingga orang yang

mencwid ¥ oin kofon moyot dipandeng sebagni pencuri jugea.,

C. Lo yi=m-ocam fukrman Dal-m Huikenm Pidesna Islem

"./o

Eoltnran den mrcor = comny s wonurnt inloun ITelam do-

pal dibegl menjadi beberapa penggoalongan, menurut .segi

Tonipjeusnala g

P coden, om ind berdeasirkon wbog portolbannya suatu hu-

mnoen de.gan hukumen lainnya, dan dalam hal ini ada
von dengen b

cun ot ocom nakuman yoitu o
o coomen pokolk (mecubah aslish), yoitu hukuman yang te-
lon ditotarken hukvmennys drn tidak dapat o --dirubah

cton dig nti dengan hukuman lain oleh hakim  seperti

<

nukumen gisas untuk jorimah pembuvnuhan atau hukumsn

potong tengan untuk jarimsh pencurimm.

b, Hukamen pengganti (ucubsh brdnlish), yaitu yahgi.meng-

gantisan hukuman pokok, ap'bila hukuman pokok tidek

den bt dilcXsonsken kKerena alasan yang sah, seporti
sukumnan diyst (denda) sebagal prnganti hukumen cises
~tin hukumen ta'zir sebogal pengesnti hukumsn ~ had

el

26w qiscs yang tidak bisa dijalankan. Schenarnya hu-

Sumen diyet itu sendiri adalsh hokumen pokok, yaitu

(&



h

nntuk pombunuhan semi sengaja, aken tetapi m'i@enjadi
pengantl pula bagi hukuman gisas. Demikian juga huku-
o ta'zir merupsicoa nukuman pokok bagl jrarimen-iari-
e s teir s e dnd, te ant o meLiadi pengenti puia bogd

danim n-1 cim B ocnend ot cdcas-divat

=i g n ter” ntu,

c. oo sombohn (vouboh tobalish), yaitv hukumecn yeone
aceriuti hukomen pokok tenpa momerlukan keputrsen
s vermeonalriy soperti laringen mencrima wariseon
brei or s yone membunvhiterhadap keluarga, scbagei
Tombenen dari hulkumen oisng (mmti).

d. “ulkuvman pelenglkor (ugubsh vakmilich), yvaitu hukuman
yone m neukuti hukuman pokok dengen sysrat ads  kepu-
“us noscndird deori ohokim, den sycrat iniloh yeng meon-
Jodi cindl pemisch dengan hukuman trmbohon, contoh

s prlonglken ialeh mensalungkeon tangsn nenenri

to 1w dinotong dilehernya (A. Hanafi, 1920:250) .

Pen~rolongrn kedus ini ditinjcu dari segi keknos=an h-hir

G 1o onentalon beret-civornny o Lwlumen, dolam hal o ine

A @0 nian e s Al

By D ying henya mooony i alu beion, o tinya Gidok

ca . Litrs tewtinggd ~ten Lotes birendehnyn, sepersi

~uison P11 e, oF aulkumon had (2070110t 10072131 )

],_ iy Tenars eyt ey e TR R R Ty -

frr tertingrl drn bhehoe! hor-



ey, Adwewc heitim diberi kehebrgen unttik memilih
Dt e segual ratore kedus batas tersebut, se-
ot osenjorn obiu §iliad ptdﬁ.j“rimah-J‘Tl en ta'gir,
c. Ycnepolongon ketigr ini ditinjan dari bessrnya hulumen,

Tatten, yol b

" P . . b

e ity oy one Telih ditentukan moesm den begrranya, di-

n ‘rus melixs n konnya tanpa dikurcngi ~tau
SRR wou Adizenti dengon hukuman lain., Hulums
int digebut deneon hukuman kehesru 1wsan(uoubrh 1a 2z imah)

LT Fang discr bkan kepada hakim untul dipilihnys

iosciiuimulan hultuman-huloumen yeng ditetonlor gyars
Zor obisr dipoguriten dengsn keadsen nembuat don

Cenbuctommya;. hnitmen ini discbut hukumen i pilihen

I wren
LA mntth ot )

Lo o s helnnar oongurd adalah potong tangan, ' kemu-

dioy ~lel holiim dieelidiki anc yine v menvel

7= moncuitt WA merupaken kebiassn

Q

el lowena terprkea, maks dels=m hal ind di-

scrohlksn hekim untuk memutuskenny s, dengen
Dertimbangen donyelidikan terhadap: pelaku.
d., mgolongrn kecmpat in i didosarkan pada tempat dilesku-
Wonrnzo hulkanen, ind dibagi dol:m empat mocanm yaitu :
1. cukumen brden (fisik), yaitu hukuman vang dijztuhkan
aton baden, sepcrti hukuman mati, dera atau v diragem

sampel mahi,

“L Hukumen tekmnan, yaitu hukumanndengan membatasi kebe-



basan, yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si
terhukum ke pembuangangan/diasingkan.

3. Hukuman harta yaifu yang dikenakan terhadap harta se-
seorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta,

4. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yangﬁ?ikenakan atas jiwa
seseorang, bukan badannya, seperéi ancaman, tegoran
atau peringatan {4/ Rahman, 1991: %22).

e. Pen ggolongan kelima di sini ditinjauvmapamnya jarimah
yang diancamkannya hukuman, yaitu

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas
jarimah-jarimah hudud, seperti hukuman rajam bagi pe-
zina mukhson.

2. Hukuman gisas-diyat, yaitu hukuman yang‘ditetapkan
atas jarimah-jarimah qisas-diyat, seperti orang yang
membunuh bisa dihukum qisas bunuh atau dengan memb ay ar
diyat atas persetujuan ahli waris terbunuh,

3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan -untuk
scbagian jarimah qisas dan diyat dan beberapa jarimah
ta'zir, seperti pembunuhan tidak sengaja dengan huku-
man membebaskan hudak.

4. Huknman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan atas
Jarimah-jarimah ta'zir, seperti hukuman penjara bagi

pencuri y: ng kurang 'satu nisab,

D. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Jika diperhatikan dari bunyi nash-nash Al-qur'an

maupun Al-hadits, maka akan terlihat bahwa tujuan hukuman
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dalan . syariat Islam secara umum adalah untuk  mewujudkan
kemaslahatan insaniah hagiqah (kemaslahatan manusia secara
haqiqi), yaitu dengan terpenuhinya semua kebutuhaq{} baik
yang '@ bersifat dharury atau kebutuhan-kebutuhan hajjy den
tahsiny.

Hukuman jika dilihat dari segi materinya, aam-
paknya merupakan kemelaratan. Tetapi sebenaranya bahwa
disyari'atkannya hukﬁman dalam Islam ad~lah untuk menolak
krrusakan, dan kerusskan itu materinya adalah kemaslahatsn
bahkan menélak kerusakan itu harus didahulukan dari pada
menarik kemaslahatan,

Tujuan hukuman dalam syari'at Islam itu meliputi
beberapa hal yang berkaitan dengan hakikat dari disy~ri'at
kanny# hukuman itu, yaitu untuk melindungi keutsmasan dan
mengayomi dari ancaman kejehatan, melindungi kemaslahatan
umat dan pengajaran serta pendidikan (Abu Zahrah, tt:33).

Oleh karena itu tujuan demi kemaslah:tan umat

itu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :
o P, 5 w ool e s
Ll ’(.fv'd-* ~w:ﬁp‘l¢uu—/u* Le L
e 34 LT N LT WPBWILY

artinya "Hai manusia,sesungguhnya telah datang kepadamu
prlajaran dari Tuh nmu dan penyembuh bagi peny=-
kit-penyakit (yang berada) dalam dada don petun-

juk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".
Penertian péncegahan ialah menahan pembuat agar

tidak mengulangi perbuatan Jarimah atau agar tidak terus
menerus memperbuatnya,disamping pencegahan terhadap orang

lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, se-
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bab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan ter-
had=p orang yang mebuat perbuatan yang sama. dengan demiki-
an, maka kegunaan pencagakan adalah rangkap, yaitu menzhen
orwig .lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan
dari lingkungan jarimah,

Syari'at Islam bertujuan melindungi kemaslahatan in

saniah haqiqiyah, tetapi kemaslahatan itu sendiri sering di

langgar atsu mendapt tantangan dan serangan yang berupa
tindaken-tindakan dari diri . menusia itu sendiri, dengan
segala macam dan cara tindak pidana itu dilakukan, oleh

manysia kepada sesamanya.

Hal ini jika dibiarkan maka akan .membahayaksn - ke-
tentraman dan keselamatan manusia itu sendiri, oleh karena
itu sebagai konsekwensi logisnya, bahwa pelaku tindak pi-
~dana itu harus dijatuhi hukuman, karena huxuman yang ‘telch
ditetapkan Al-qur'an dan Al-hadits tidak lain hanya=lah untuk
mewu Judkan kemislahatan serts kesejahtrasn manusia, jadi
barang siapa yang menentang syari'at Allah, yang oleh se-
bagian'brang dikiranya terdapat kemaslahatan di didalamnya
maka sesungguhnya hal ini tumbuh dari kecenderungan kepen-
tingan diri pribadi. Atau karena adanya kemanfaatan yang
sangat sedikit bila dibandingkan dengan kemelaratannya. se-
perti larangan Allah SWT. terhadap minum-minuman keras.

Dengan demikian tujuan hukuman dalam Islam adalah
kembali kepada dasar yang lima (yang merup kan lima I penga-

yoman) yang meliputi s

=)



1. Melindungi agama (
. Melindungi akal (
. Melindungi jiwa (

. Melindungi keturunan (

R & N N

. Melindungi harta benda ( r )

Dari kelima hal tersebut diatas sebagai - perkara-
perkara yang dhoruri, art nya yaitu perkara-perkara yang
harus ada bagi kehidupan manusia. Pelanggaran terhadap
kelima macam kepentingan tersebut sesuai dengan kepentingen
yang dirugikan, tindakan ini demi kemaslakhatan umum bagi
manusia semata,

Selain mencegah dan menskuti sari'at tidak 1la2lai
untuk memberikan perhatiannya terhadap difi pelaku jarimah,
bahkan lebih dari itu, yaitu mengusahakan kebaikan terhadap
diri si pelonggar merupakan tujuan utama sehingga penjauhan

manusia terhadap jarimah (pdana), bukan takut aksn ancsmzn

hukuman 1itu sendiri, melinkan karena kesadaran dari  diri
sipembuat serta kebenciannya terhadap pelanggaran itu.
Oleh karena tujuan dari pada melaksanakan hukum
adalzh karena sayang pada sesama manusia dengan cara men-
cegah mereka dari berbuat munkar, bukan untuk menimbulkan
kebencian kepada manusia dan berlaku sombong kepad» segame

manusia. Demikianlan yang dikehendaki dalam Islam,
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F. Penertian Hukuman Dalam KUHP

Pergemulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidek
selamanya berjalan sesuail dengan yang diharapkan., Manusina
selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan
dan konflik kepentingan antarsesamanya. Dalam keadaan yang
demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan
dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukuman berasal dari ksta straf yang meruve
paken istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari
istileh pidana. Istilah hukuman yané merupan istilah - uwmum
dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan ber-
ubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan
bideng yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istis
lah yang khusus, maka perlu ada pembatasan pergertian atsu
makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifate
sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto : Pidana adalah nestapa yang dibe-
rikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelangga
ran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), se-
ngaja agar dirasakan sebagai nestapa (Sudartod 1981:109).

Pemberian néstapa atou penderitaan yang sengaja di
kenkan kepazda seorang pelanggar ketentuan undang-undanr
tidak lain agar orarg itu menjadi jera., Hukum pidana se-
ngaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norm~-
norma yang diakui dzlmm hukum. Sangsi yang tajam dalam hu-
kum kum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bi=-

dang hukum yang lain, inilhh sebabnya mengapa hukum podan=
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harus disnggap sebagai sarana terakhir apabila sangsi yang
akan diken kan dan upaya-upaya yang pad bidang hukum lain
tidak mempan atau memadai.

Sclain pemgertian dari sudarto di:ratas *. terdapat
pula pengertian deri sarjana yang lain, seperti dari Roes-
lan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-re-
aksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja
ditampakkan negara kepada pembuat delik . (Roeslan saleh,
1987: 5).

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Sa
leh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto,
yaitu bahwa pidana bewujut suatu nestapa, yang diberikan -
oleh negara, kep da pelanggar. Di atas telah diungkapkan
mengenai reaksi-reaksi atas delik yang diungkapkan oleh
Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberi-
kan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu
berupa ancaman hukuman atsu pidana (Niniék Suparni, 1996:12)

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pend=pat
bahwa hakekat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini an-
tara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip
oleh Muladi bahwa : Pidana adalsh menyerukan untuk tertib
pidana pads hekekstnya mempunyal dua tujuan utama . jyakni
untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikah
konflik (Sudarto//1981: 11),

Pidana dlsatd sisi tidak hanya dimaksudfan untuk

memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membyat jers,
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tetapi di sisi yang lain juga membuat 'agar pelangéar dapat
kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya masyarakat
yang lain, Du2 sisi inilah yang dikenal dengan hukum pidana
sebagal pedang bermata dua.

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidans te-
lah memperkaya hukum pidana dengan sangsi yang disebnt de-
ngan tindakan (maatregel). Sehingga banyak negara yang
kiteb undang-undang hukum pidananya meempergunak an double
track system, yaitu mempergunakan dua jenis sangsi, pidana
dan tindakan, Double track system ini juga dimuat dalam ki-
tab uxd4ozg-undang hukum pidana Indonesia yang merupalan
peninggalan Belnnda. Selain pidana yang bersifat penderita-
an, dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu
dapat diterapkan tindakan, terutama kepada orang yang jiwa
nya terbelakang.

Hukuman yang merupakan sangsi yang harus diterapkan
pada setiap tin dak pidana, merupakan suatu penderutaan begi
si 'erhukum dengan putusan atau vonis hakim, sebagai akibat
dari peébuatannya yang jahat atau salah, yang wujudnya baik
dengan cara mengurangi atau mengambil kemerdekaan dirinya
untuk bergerak dimasyarakat ramai karema harus masuk lem-
baga pemasy:rakatan atau disitanya harta benda Yang telah
diperoleh dengan cara tidak halal, atau pelaku harus memba-
yar denda sebagai tebusah bagi perbuatannyi%ZKartasapoetriy%
1988 : 75). :

Hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan peraturan
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undang-undang yang telah ada sebelumnya, dan allasan-alassn
penjatuhan hukuman itu pun harus demi untuk memulihkan atau
merukunkan kembali kehidupan yang aman, tertib dan penuh
keadtlzan. Hukuman itu tidek dijatuhkan dengan cara dan ke
hendak yang semena-mena, hukuman itu mempunyai batasan mak-
simum yang tidak boleh ditambah atau dilampaui, batas mini=-
mumny2 tidak boleh dikurangi, tegasnya hukuman harus ¢ di-
Jatuhkan dengan seadil- adilnya dan berdasarkan hukum. Akﬂi;
nya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum umumny a.

akan mampu memberikan andil dalam rangka mewujudkan kesejah

traan masyaroskat.

F. Dasar Hukum Dan Unsut-unsur Hukuman Dalam KUHP

Untuk mengetahui lebih jelas tentang dasar hukuman
pada hukum pidana positif, maka hakekatnya sama halnya de-
ngen mencari rasa keadilan. Rasa keadilan itu sendiri pada
pokoknyz merupakan sebuah pekerjaan yang berupa kerohanian
dari seseorang manusia lainnya, yang pada pokoknya bersifat
perseorangan atau subyektif.

Menurut Sudarto, bahwa sejarah hukum pidana - - pada
pokoknya adalah rejarah dari pidsna pemicdanaan. Pidrn- (hu-
kuman) yang t:rmgsuk Juga didalamnya tindakan, bagaimanapun
juga merurakan suatu penderitaan, sesuatu yang tidsk - enak
olen yang dikenai. 0leh kareﬁa itu orang tidek henti-henti-
nya untuk mencari dasar dari hukuman, hakekat tujuan pidana
pemid naan dan untuk memberi pembenaran alasan pidan~= . itu

sendiri (Sudart?ﬁ’1977: 41)
/
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Dasar hukuman pada hukum pidana positif berasal deri

sumber utama hukum pidana yang terdapat didalam :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pid ‘na

2. Per~tutan perundang-undangan lainnya, tetapi disamping
itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat yang
masih berlaku di masyarakat itu sebagai peristiwa pidana
dengan batas-batas tertentu menurut UU.th 1951 ¥e .1 psl-
S ayat 3 (Mustofawg/;, 1983: 22),

Dasar ditetapkannya hukuman pada perbuata yang me-
langgar undang-undangpidana menurut Jeremy Banthan dalam te
orinya yang terkenal dengam Utilitarisnisme, yaitu bahwa
manusia itu bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan
mengurangi penderiitaan. Ukuran baik atatu buruknya perbua-
tan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut men-
datangkan keb:-hagiaan atau tidak, benthan banyak mengemﬁgpg
kan pemikirannya dalam bidang hukum pidana dan hukuman‘Fep-
hadep tind kan pidana, o

Dengan adanya dasar dari hukuman itu, maka hakim  * -
atau pehguasa itu tidak dengan seenaknya sendiri untuk mene
tapkan hukuman bagi pembuat pidana, dan akan mengakibatkan
seseorng mein hakim dengan sendirimya.

Unsur deri hukuman itu adalah adanya nestapaﬁ,pg;a—
saan tidak enak . dan ditetapkan hakim atau penguasa, hal
ini memberikan kesan bahwa hukuman itu harusrmemberikan ragﬂ

sakit atau nestapa bagi penerima hukuman, jadi hukuman tidak

mengenal tempat yang enak dan nyaman bagi terhukum.



Ditetapkan olehihakim atau penguas. memberi penger-
tian bahwa hukuman itu yang berhak menetapkan dan menjatuh-
kan adalah hrnya hakim atau p'nguasa yang mendapat wewenang
untuk menjatuhkan hukuman atac pelanggmran-pelapggarantymnp
telah dilakuk~n oleh terdakwa (pelaku) (Sdf293§/8ukant9(i
1583: 43) . | |

Oleh karena itu dalam mengambil keputusan untuk me-
netapkan hukuman dalam hukum pidana yang biasanya dimulai
dengen proses kriminalisasi harus diperhatikan beberzpa hal
kriminalisasi tersebut diartiksn sebagai proses penetapsan
suatu perbuatsn orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana
yang kemidian diakhiri dengan proses penetapan hukumanny a
atas pelaku tersebut oleh hakim atau penegak hukum.

Yang mendapat pengaruh langsung dari renjatuhan pi-
dana adnlah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum di.-
rasakan secar nyata oleh terpidena ketika putusan - baru
dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau dilaksana-

kan secara efektif dan benar-benar telah dilaksannkaﬁ.

G. Macam-Macam Hukuman Dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indo-
nesia hukuman d=pat dibagi menjadi beberapa macam atsu
jenisnya bergantung da:i segl tinjauannya. Sebagaimana di
sebutkan dalam pasal 10 bab II KUHP seb gai berikut:

1. Hukuman pokok yang terdiri dari :
a, Hukuinesn mati.

b. Hukuman penjara.
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c. Hukuman kurungan.
d . Hukuman denda.
e. hukuman tutupan (UU no. 20, th 1946),
2 .Hukuman tambahan, yang terdiri :
a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
b. peramﬁasan barang-barang yang tertentu.

¢ . Pengumuman keputusan hakim.

a, Hukuman Mati

Hukuman ini adalah puncaknya dari segala hukuman,
sejak zaman dulu sampai zaman perancis, dipandang s: bagai |
hukuman yang paling manjur, Tetapi sejak permudaan abad 19
banyak yang tidak sctuju dengan adanya hukuman ini, yang
akhirnya terjadi pro dan kontra terhadap peleksznaannya.
Diantara kedua gdlongan tersebut ada”jhga yang berpendapat,
bahwa hukuman mati itu hanya dapat dibenarkan didalsm mrsn
darurat saja, dimana keadaan negara mengharuskan ad~nya
kemungkin~n menj tuhk .n hukuman ini.

Olch katena hukuman mati itu, juga juga did«=lam alsm
pikiran pembikin undeng-undang pidsna, harus dianggap ge-
bag~i suatu tindakan darurat, msaka hukuman mati dalam XKUHP.
hanya dilekatkan kepada kejahatan yang berat saja, seperti
kej-hatan-kejanatan y:mng mengancam negara, kcjshatan pembu~

nuhan yang direncanakan dan kejahatan yang lainnya . Tris

n;{ 1959: 125),

Hukuman penjara itu dapat bermpa untuk seumur hidup

b. Hukuman Penjara
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atau untuk sementara waktu (pasal 12 KUHP) . Lamanya hukuman
pen jara untuk dementara waktu berkisar antara 1.hari se-
dikit-dikitnya dan 15 tahun untuk sebanyak-banyaknya, untuk
15 tahun masa yang paling lama itu dapat dilampaui sampai
20 tahun dal=m hal kejahatan yang oleh hakim sendiri dapat
atzu bol-h dihukum mati, seperti gabungzn kejahatan, me-
ngulangi perbuatan atau yang disebutkan dalam pasal S2KUHP.
Orang yang dihukum dengan hukuman penjara wajib me
ngerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, menurut
Peraturan untuk menjalankan pasal 29 (XUHP 24) dan hal . ini
diatur dalam reglement kepenjaraan # Soesiloy 1976:37).
Bagi orang yang dihukum penjara apabifi\'a selama
dua perrmpat dari. waktu hukuman tetapi paling;sedikit sem-
bilan bulan ia b rkelakuan baik, maka ia dapat dibebaskan
dengan syarat seperti yang tercantum dalam pasal 15(1)KUP
Ini berarti celama masa percob%%h diluar lembaga
pem syarakatan, ia tidak boleh melakuk#itkejahatnn (pelrng
garan). Bida ini sampai dilanggar, maka disamping ia mend-»
pat hukuman baru  juga masih harus menjalani sisanya  hu-

kuman terdahulu, tetapi perintah menjalani hukuman tidak

dapat diberikan lagi jika tempo percobaannya sudan habis,

c . Hukuman Kurungsn
Seperti halnya dengan hukuman renjara, maka dengan
hukuman kurungan si terhukum buat selama menjalankan hu-
kumannya, kehilangan kemerdekaannya, Menurut pasal 18 KUHP

lamanya hukuman itu berkisar antara satu hari sedikit-di-



kitnya dan paling lama satu tahun. Juga seperti halnya hu-
kuman penjara, hukuman kurunganitu dapat dikenakan lebih
lama, yzitu sampai satu tahun empat bulam (psl 18 ayat 2
KUHP) ., Hukuman kKurungan dianggap lebih enteng atau ringan
dari padz hukuman penjara dan hanya diancamkan bagi peristi
wa-peristiwa pidana yamg ringan gifatnya, seperti didalsm
hal kejahatan~kejahatan yangr tidak disengaja serta dalam

hal pelanggaran-pelanggaran.

d. Hukuman Denda
Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhad=p de
lik-delik ringan, berupa pelinggatan atam krjshatan ringesn
oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya
pidna yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidena,
Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak
ada larangan jika denda itu secar2 suka rela dibayer oleh
0 angnlain atas n ama terpidana.
Menurut pagal 30 KUHP :
1. Bannyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh
rupiah.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tid k dibayar,
maka diganti dengan hukuman kKurungan.
3. Lamanya hukuman Kurungan pengganti itu sekurang-kuranp:-..
nya satu hari den selama-lamanya 6 bulan.
4. Dalam keputusan hakim ditentakan, bahw2 denda setengah
ripiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti

denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar dari pad=
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itu, maka bagi tiep-tiap setengah rupiah diganfi tidak
lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak
cukup setengah rupiah lamanya pun 1 hari.

5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkaon selama-lamany= 8
tulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, ka-
rena beberapa kejahatan yang dilakukan, karenn berulang
melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal Yang ditentu-~
Xan dalam pasal 52,

6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulen.

e, Hukuman tutupan

Pidana tvtupan itu sebenarnya telah dipaksudkan . .
olek pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidansa
bPenjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi
pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan
tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorang
oleh maksud yang patut dihormati (Lamintang, 1984: 147) .

Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilangnya
kemerdekaan, lebih berat dari pada denda. Maka akan lebih
tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10
KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana atau ._huku-
man kurungan (ﬁinxég‘Suparn%ylj996 25) . Pidana tutupan
samz dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanasan
kepada terpidana, karena pelaksnnaan kepada terpidana pada

hukuman tutupan lebih baik,

- Hukuman Tambahan

Palak KUHP hukuman tambahan terdapat dalam pasal 1G



ayat 6 yang terdiri pencabutan hzk dan yang lainnya,

a, Penncabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak dapat dikenakan kepada mereka yang
tersebut dalam pasal 35 KUHP. Dan juga seperti yang dije-
laskan dalam vasal %6 KUHP,

b. Perampasan Barang-barang tertentu

Perampasah barang tertentu itu merupakan pengambi-
lan barang-barang terhukum yang diperoleh dengan jalan ti-
dak sah atau melanggar hukum, seperti dalam pasal %9 KUHP,
40 KUHP dan yang lain,

c. Pengumuman Putusan Hakim

Semua putusan hakim sebenarnya sudah @iucapkan daw
lam persidangan terbuka, hukuman tambashan yang verupa pe-
ngumuman putusan hakim di sini dimaksutkan agar putusan
itu disirkan istémew:. secara jelas menurut apa yang - dite-
tapkan oleh hakim dan biayanya ditanggung-oleh terhukum,

misalnya : diumumkan melalui surat kabar, radio, ditempel

sebagai plakat dan sebagainya.wsn%@%: 141-142) ,

H. Tujuan Hukuman Dal m KUHP

Tu‘uan umum dari hukuman dalam hukum pidana adalah
sara dengan tujjuan diadakannya hukum itu sendiri. Menurut
Satochid Kartanegara, bahwa tujuan hukum atau hukuman itu
dijatuhkan adalah untuk melindungi kepentingan hukum . itu
sendiri (Kartanegara,/ tt: 320).

Men urut Roscoe Pound, bahwa tujuan dar:i-pada hukum
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dan hukuman adalah menjaga ketentraman di dalam suatu mass
rakat, untuk menjaga ketentraman dan perdamaian dalem kea-
d2an bag - imana pun juga demi ketertiban umum (Roscae Pound,
1982: 35) . =

Sedang tujuan hukuman secara khusus dalam hukum po-
sitif adalah digolongkan kepada tiga teori, ketiga teori
tersenbut antars lain :

1. teori absolut atau pembalasan.
2. teori relatif at~u tujuan.

3. teori gabungan

ad.1. Teori Absolut ataom Pembalasan

Tedbri absolut atau pemb:lasan mengatakan bahwa di
dalam keiahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidea
naan, terlepas manfaat yang hendak dicapai. Menurut Johsanes
Andenaes sebagai mana dikutip Muladi, bahwa tujuan utama,
hukuman dalam teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan
keadilan sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah
sekunder (Nfﬁfé;\Suparni 1996: 16).

Ajarsn semacam ‘ini berpangkal dari pendapat bahwa
hukuman itu harus dianggap sebagal pembalasan imbalan ter-
hadap orang yang melakukan kejahatan, karena kejahatan itu
menimbulkan penderitaan pada korhan, sehingga oieh karen~ny»
haruslah diberikan penderitaan pada orang yang menyebabkan
penderitaan tadi (Kartanegar:,/tt: 57).
ad.2, Teori Relatif atan tujdan

Menurut toeri relatif suatu kejahatan tidak mutlak
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harus diikuti dengan suatu hukuman. Untuk itu tidaklah cu-
kup adanya suatu kejahatan, melainkan harus diperso=lkan
pula manfaat pidana vagi masyarakat maupun bagi terpidana
itu sendiri. sehingga pemberian hukuman tidak hanya dilihat
dari masa lampau melainkan juga pada masa depan.

Dari teori ini tuiuan yang ingin dicapai adalah
untuk mempertakutkan, yang mempunyai dua sas=ran, satu
penceg: han umum dan pencegahan khusus. Sedangkan tujuan ke
dua adalah untuk memperbaiki, ag~ r terhukum tidak mengul -
ngi lagi dan dapat ~hidup bermesraan dalam masyar=kat .
ad.3>. Teori Gabungan

Maksud dari teori ini ialah bahwa penjatuhan huku-
man selain bertujuan sebagal pembalasan, juga mengandung
maksud yang lain seperti pencegahan, mempertakutkan, mem-
perbaiki dan yang lainnya( $usito,/1976% 13). Hal ini meru-
pakan jal~n keluar dari teori absolut dan teori relatif
yang belum dapat gemberi hasil y~2ng memuaskan. Aliran ini
didasa;kan pada tujuan pembolasan don mempertahankan keter
tiban masyar:kat Yyeng diterapkan secara terpadu.

Mengingat akan pentingnya tu‘uan hukuman tersebut
Sec'ra ekeplisit, maka tim pon;kaji/Rancangan und 2ng-undang
bidang hukum nidana 1991 merumusksnnya dalam nas~l 47,
bahw: tuj wan hukuman ad~lah sebagai berikut

4. mencegah dilckuk:nnya tindak pidan:- dengan mene gakk an
norma hukum demi pengayoman masyarakat .

b. memasy  rakatkan terhukum dengan mengadakan pembinsan
schingga menjadikannya orang yang baik dan bergunn.



c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak Fpi-
dana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan reasa

damai dalam masyarakat,
d. Membebaskan rasa .ber salzh pada terhukum (ng;xk‘ su-

parnlﬁk1qﬂ6 18) .

Llengan demikian dapsat dikatakan bahwa yang tercan-
tum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjab ran dari
teori gabungan dalam arti yang luas, yang meliputi uszha
prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembeba~
s rasa bersalah pada terhukum,

Dari penjelssan diatas terlihat bagaimana tujurn
hukuman selalu berubah-ubah. Sebabnya oleh karana hukum pi
dana berfungsi dalam masyarakat, sehingga hukum pidana men
cerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pi-

Kiran yang hidup d-lam masyarakst.



